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ABSTRACT: This paper aims to provide an overview of the topic at hand. It explores
various aspects, and The Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a crucial role in
the economic success of rural areas. The village government manages the Village-
Owned Enterprises (BUMDes) and possesses legitimate legal status. The establishment
process of BUMDes is regulated under the Village Regulation, with the management
comprising representatives from the village government and residents. The BUMDes is
not just a commercial institution but also a social institution. BUMDes implement good
governance to fulfill both roles by adhering to cooperativeness, participation,
emancipation, transparency, accountability, and sustainability principles. The
mechanisms of a professional and self-reliant member base and self-help are key to its
success. This article reflects the training experiences experienced by the administrators
of Village-Owned Enterprises (BUMDes) located in the villages of Gumukmas District,
Jember Regency. The training session elicited enthusiasm from the participants, who
eagerly posed questions and discussed their challenges in managing capital in
BUMDes. After the training ends, participants gain relevant knowledge regarding
analytical and careful management skills of Village-Owned Enterprises (BUMDes),
which is the aim of this training.This study focuses on the role of BUMDes (Village-
Owned Enterprises) in promoting good governance and capacity building through
training initiatives.
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Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berfokus pada desa, telah
mengangkat desa sebagai elemen masyarakat hukum yang diakui dan dihormati di

dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.! Desa, yang

1 Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan 140
Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember

Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto


mailto:riyu.choirul57@gmail.com
mailto:1zainuri.feb@unej.ac.id
mailto:2rozi.feb@unej.ac.id
mailto:3fajar.prianto@unej.ac.id

LOYALITAS ISSN : 2621-4679 (print)
Fuenal Jlengabdian Y epada YWasyarakat ISSN : 2621-4687 (online)

Volume VI Nomor 2 November 2023

mencakup desa konvensional dan desa adat atau entitas dengan sebutan lain,
disebut sebagai entitas hukum yang memiliki wilayah dengan wewenang untuk
mengatur dan mengurus pemerintahan lokal. Misi utama dari pemerintahan dan
pembangunan di desa adalah untuk merumuskan kebijakan yang akan
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui program-
program dan kegiatan yang mendukung kebutuhan prioritas masyarakat setempat.
Undang-Undang tersebut memberikan status hukum yang kuat kepada desa sebagai
unit pemerintahan yang sah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan
utama pemerintahan desa adalah mengembangkan kebijakan yang bertujuan
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa dengan
mengutamakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan utama warga
setempat. Selain itu, sebagai pemerintahan otonom, desa harus berperan aktif dalam
pengelolaan sumber daya lokal dan aset desa, dengan penekanan pada partisipasi
masyarakat.

Salah satu upaya nyata dalam memperkuat perekonomian desa adalah dengan
mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini adalah langkah konkrit untuk
memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal serta aset yang dimiliki oleh desa.
Dengan keberadaan BUMDes, desa dapat memajukan potensi ekonomi lokal dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui usaha-usaha yang didasarkan
pada kesepakatan kolektif di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dianggap sebagai entitas ekonomi yang tumbuh dan berkembang melalui
kesepakatan dalam musyawarah desa, dengan prinsip-prinsip seperti gotong
royong, partisipasi, pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan
sebagai landasan utama. Didasarkan pada pemikiran ini, pendirian BUMDes
diharapkan dapat mempromosikan hubungan sosial yang erat antara penduduk
desa, yang berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai entitas yang mendorong

konsolidasi sosial di antara penduduk desa dan memacu perkembangan ekonomi.

Desa, 2014
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Selain itu, BUMDes juga dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi
pengetahuan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produk yang dihasilkan
oleh kelompok masyarakat desa. Ini menjadi wadah untuk membahas strategi
pemasaran dan pengembangan produk. Dengan demikian, BUMDes mampu
menggali potensi sumber daya manusia dan alam di desa, serta membangun
jaringan yang kuat untuk memajukan ekonomi masyarakat desa. Peran strategis
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
BUMDes bukan hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk
mempererat hubungan sosial antara warga desa. Dengan mendorong kolaborasi dan
partisipasi aktif dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran, BUMDes
membantu masyarakat desa mengoptimalkan potensi mereka, baik dari segi sumber
daya manusia maupun sumber daya alam. Selain itu, BUMDes juga memfasilitasi
pembentukan jaringan yang memungkinkan koneksi dan kerjasama yang kuat
dalam menggerakkan perekonomian desa.

Kecamatan Gumukmas merupakan wilayah yang terdiri dari 8 Desa, yaitu Desa
Kepanjen, Desa Mayangan, Desa Menampu, Desa Bagorejo, Desa Gumukmas, Desa
Purwoasri, Desa Tembokrejo, dan Desa Karangrejo. Penduduk Kecamatan
Gumukmas tersebar di ke-8 desa tersebut, dan hasil Sensus Penduduk tahun 2020
mencatat jumlah penduduk sebanyak 87.724 jiwa. Desa Gumukmas menjadi desa
dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai 14.768 jiwa, sementara Desa Bagorejo
memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 7.172 jiwa. Mayoritas penduduk di
kecamatan ini menggeluti sektor pertanian dan wiraswasta.? Pemerintah Desa di
kecamatan Gumukmas telah aktif mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
setiap desa sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BUMDes berperan dalam beragam sektor usaha untuk memajukan desa di
kecamatan ini. Namun, beberapa BUMDes belakangan ini mengalami kendala dalam
pengelolaannya, yang telah menarik perhatian masyarakat dan media. Kendala

pengelolaan ini memiliki potensi untuk berdampak secara hukum, sosial, dan

2 Badan Pusat Statistik. Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2022.
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ekonomi bagi semua pihak yang terlibat dalam BUMDes tersebut. Isu terkait
pengelolaan BUMDes ini menjadi sorotan. Meskipun BUMDes dimaksudkan untuk
memberdayakan desa dan masyarakatnya, beberapa di antaranya menghadapi
permasalahan yang mungkin memiliki dampak yang signifikan seperti penerapan
prinsip-prinsip tata kelola yang kurang sesuai dengan standar operasional,
pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan multilevel
yang belum maksimal dan pengelolaan fungsi manajemen dalam BUMDes yang perlu
untuk disesuaikan dengan isu dan tantangan tata kelola terbaru. Isu-isu ini perlu
mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terlibat.

Mengacu pada konteks permasalahan pada pengelolaan BUMDes terdapat
beberapa permasalahan yang dapat diklasifikasi. Pertama, terdapat kekurangan
dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada BUMDes. Pada
pengelolaan BUMDes di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, enam prinsip
utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif,
transparan, akuntabel dan berlanjutan belum sepenuhnya diimplementasikan dan
belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan BUMDes. Adanya
pemikiran untuk meninjau dan mengevaluasi implementasi prinsip good
governance melalui pelatihan memungkinkan dapat membantu para pihak
pengelola untuk memberi solusi dalam menyelesaikan salah satu bentuk
permasalahan pengelolaan BUMDes yang umum ini. Peninjauan dan evaluasi
masalah dapat dimulai dengan memberikan penegasan prinsip kooperatif dengan
cara menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam
pengelolaan BUMDes. Untuk mendorong keberhasilan evaluasi dalam bentuk
penegasan prinsip kooperatif diperlukan prinsip partisipatif yang melibatkan semua
pihak yang terlibat dalam struktur manajemen dan tata kelola BUMDes untuk
mendukung dan berkontribusi sukarela dalam mengambil keputusan. Prinsip
emansipatif juga menekankan keseteraan perlakuan tanpa memandang latar
belakang. Bahkan prinsip akuntabel memastikan bahwa semua aktivitas BUMDes

dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative. Diharapkan
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dengan adanya pelatihan, prinsip berkelanjutan yang menekankan pada
pengembangan dan keberlangsungan usaha BUMDes yang diteruskan oleh
masyarakat dalam wadah BUMDes dapat secara berkelanjutan terimplementasi
dalam prinsip - prinsip good governance.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building) yang
terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESs) diperlukan. Sumber
daya manusia (capacity building) yang baik mencerminkan pengelolaan BUMDESs
yang baik dan akuntable. Bentuk - bentuk peningkatan kapasitas sumber daya
manusia (capacity building) yang diperlukan dalam pengeloaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDESs) adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan
organisasi dna transformasi kelembagaan. Dengan diselenggarakannya pelatihan
implementasi prinsip good governance, pelatihan pada peningkatan capacity
building melalui peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi
dan peningkatan kapasitas system diharapkan dapat mendorong pengelolaan
BUMDes yang lebih baik dan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
Pelatihan peningkatan capacity building melibatkan sumber daya organisasi
(BUMDESs) berhubungan dengan kerangka kinerja (regulasi) yang mempunyai
tujuan dalam mengubah kebijakan atau pengembangan kapasitas system yang
mendukung kinerja optimal organisasi. Bentuk pelatihan peningkatan capacity
building yang diperkenalkan dalam pelatihan berupa penyuluhan atau sosialisasi
materi yang mencakup peningkatan, keterampilan, kompensasi dan etika individu.
Bentuk pengembangan capacity building yang disarankan dari hasil pelatihan
adalah memungkinkan dilakukannya melalui pendidikan, pengajaran dan
pembelajaran yang mencakup metode pendidikan konvensional dengan pendekatan
pedagogie dan pendekatan andragogy yang melibatkan pendidikan formal dan
nonformal seperti kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan sebagainya.

Ketiga, pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan BUMDes belum mencapai potensi maksimal. Terdapat bagian-bagian

dari struktur manajemen yang bekerja kurang maksimal dalam menerapkan empat
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fungsi utama dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Empat fungsi
utama manajemen diantaranya perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pengarahan (actuating/directing) dan pengawasan (controlling).
Dengan diselenggarakannya pelatihan pada implementasi tata kelola dan pelatihan
pada peningkatan capacity building maka, system informasi pengelolaan BUMDes
dapat tercapai melalui penguatan peran empat fungsi utama manajemen dalam
pengelolaan yang dapat berbentuk perluasan wawasan, pemahaman dan
pembentukan working group serta pendampingan terhadap pengelola BUMDes
Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Dengan adanya pelatihan sekaligus pendampingan pada implementasi dan
peningkatan capacity building akan mampu membantu pada pengelola BUMDes
untuk berinovasi dan memperbaiki kinerja tata kelola yang mengedapankan prinsip
good governance yang akuntable dan berkelanjutan.

Pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
(capacity building) dalam implementasi prinsip good governance ditujukan kepada
para pemangku kepentingan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
yang mempunyai kewenangan dalam mengevaluasi serta membuat kebijakan dalam
pengelolaan BUMDes sehingga BUMDes dapat menjadi sarana dan lembaga yang
membantu  kesehjateraan masyarakat terutama dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Pelatihan dan pendampingan capacity building dan implementasi prinsip good
governance diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemangku kepentingan
BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember agar mampu memahami penting
dan bermanfaatnya terhadap hadirnya BUMDes untuk menunjang kesehjateraan
dan peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Gumukmas. Pelatihan dan
pendampingan ini diharapkan dapat membentuk kerangka berpikir maju, modern

dan melihat ke depan terkait dengan ekonomi desa.
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Metode

Kegiatan pengabduan masyarakat yang dibagi dalam bentuk dua agenda
yakni kegiatan pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan
pendampingan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
dilakukan dalam satu hari dengan melibatkan dua agenda yakni pelatihan dan
pendampingan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan kegiatan ini melibatkan para
pemangku kepentingan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
Pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan ini difasilitasi oleh tiga dosen jurusan
ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Jember yang telah
berpengalaman dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan
dengan pengelolaan BUMDes.

Metode pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan dalam pelatihan dan
pendampingan pengelolaan BUMDes adalah ceramah mengenai pengelolaan
BUMDes secara professional, memberikan pemahaman untuk menjalankan semua
kegiatan usaha, permodalan, menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai

perlunya prinsip tata kelola yang baik dan kehati - hatian dalam mengelola BUMDes.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara memberikan ceramah

mengenai pengelolaan BUMDes pada para pemangku kepentingan BUMDes

Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Untuk mencapai hasil yang diharapkan

dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap pemahaman tentang pentingnya dan manfaat hadirnya BUMDes.
Pemahaman dan perluasan wawasan tentang pentingnya dan manfaat BUMDes
sangat diperlukan untuk menunjang kesehjateraan dan peningkatan ekonomi
masyarakat Kecamatan Gumukmas. Pemahaman ini bertujuan untuk membentuk
kerangka berpikir yang maju dan modern serta melihat ke depan terkait dengan

ekonomi Desa.
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2. Identifikasi terhadap permasalahan permodalan BUMDes dan pengembangan
BUMDes. Melakukan identifikasi atas aturan dan regulasi yang terkait dengan
pengelolaan usaha, pengembangan usaha, administrasi dan permodalan
BUMDes di Kecamtan Gumukmas Kabupaten Jember. Informasi yang terkumpul
harus benar - benar objektif, realistis dan secara detail. Informasi yang detail
dan lengkap akan memudahkan pengembangan dan kebutuhan terhadap
BUMDes.

3. Membentuk kelompok working group terkait BUMDes dan proses
pendampingan terhadap pengelola BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten

Jember.

Gambar 3. Diskusi Terkait Pendampingan BUMDes
(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
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Simpulan

Kegiatan pelatihan dan pembinaan pengelolaan BUMDes telah dilaksanakan dengan
baik dan lancar. Pelatihan ini berhasil menarik antusiasme peserta, yang dengan
antusias mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang tantangan yang mereka
hadapi dalam mengelola BUMDes. Pada akhir pelatihan, peserta mengakui relevansi

materi pelatihan dengan kebutuhan mereka.
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